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PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN DI INDONESIA

Siti Munjiah, ikomatussaniah, S.H., M.H., Ph.D.

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ruang lingkup hidup indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kdaulatan, hak berdaulat, dan yuridiksinya.
Hal ini berarti bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengelola lingkungan hidup yang
meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan
pengendalian lingkungan hidup di ruang lingkup lingkungan hidup indonesia. Oleh karena
itu, maka pemerintah mempunyai fungsi sebagai pemegang kendali dalam kegiatan-kegiatan
pengelolaan lingkungan hidup tersebut. pemerintah adalah sebagai perangkat untuk membuat
aturan yang berbentuk pranata yang fokusnya adalah pengelolaan secara lestari dan
berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengeloaan lingkungan hidup, dijelaskan bahsswa pengelolaan dan perlindungan lingkungan
hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan
penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan
kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah  menuntut
dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang di dukung
oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup
kemantapan kelembagaaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disampig
perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan
(interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa
konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat
berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dengan seluruh pelaksanaan pembangunan di

berbagai sector baik di pusat maupun daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya
sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33



ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarmya
kemakmuran rakyat. Seiring dengan kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan mengatasi banyak masalah, akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa
pembangunan dapat dan telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Konsep pembangunan
yang tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan lingkungan bukan hanya akan memperparah
masalah-masalah lingkungan dan sosial yang ada namun juga akan memicu timbulnya
masalah-maslah lingkungan yang baru, amatara lain masalah kerusakan hutan dan lahan,
kerusakan pesisir dan laut, pencemaran air, tanah dan udara, permasalahan lingkungan
perkotaan dan kemasyarakatan. Permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah
menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disempurnakan melalui peneeritan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkunga
hidup. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tampaknya memang
ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan
hidup, yang mana terlihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur
aspek perencanaan dan penegakan hukum. Meskipun demikian terdapat celah yang cukup
mencolok dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu ketiadaan pasal dan ayat yang
menyinggung tentang komitmen para pemangku kepentingan untuk memperlambat,

menghentikan dan membalikkan arah laju perusakan lingkungan (Adnan, 2009 : 36).

Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan
umat manusia. Apalagi pencemaran dan perusakan lingkungan di lakukan oleh perusahaan-
perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, baik itu pertambangan, kehutanan
dan lain-lain. Kalau ini terjadi yang rugi bukan satu dua orang saja melainkan seluruh umat
manusia dibumi ini. Oleh karena itu aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi
pemberdayaan secara maksimal terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan
pencemaran lingkungan. Koesnadi Hardjasoemantri mengambil pendapat dari Moenadjat,
bahwa hukum lingkungan adalah Hukum Lingkungan Modern menetapkan ketentuan dan
norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi
lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya, demi untuk menjamin kelestariannya
agar dapat digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hukum
Lingkungan Klasik atau use oriented law menetapkan norma-norma dengan tujuan terutama
sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber- sumber daya lingkungan dengan

berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal dan dalam jangka



waktu yang sesingkat- singkatnya. Dikemukakan pula bahwa terdapat adanya pendapat keliru
yang menyatakan bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan.
Disamping itu seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung jawab penegakan
dari aparat penegakan hukum. Padahal sesunguhnya, penegakan hukum adalah kewajiban
dari seluruh anggota masyarakat, sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban

menjadi syarat mutlak. (K. Hardjasoemantri, 1993 : 84).

Penegakan hukum lingkungan menurut Hamzah dikatakan bahwa penegakan hukum
lingkungan menurut Nottie Handhaving Milieurecht ialah pengawasan dan penerapan atau
ancaman, penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah
penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan
(controle) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar

dengan penyidikan hukum pidana. (Marpaung Leden, 1997 : 38).

Hukum lingkungan merupakan hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan
tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Selain itu dikatakan pula bahwa
hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang
tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan

tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.

Tindakan hukum yang diberikan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan
terdiri dari aspek administrasi, aspek perdata, aspek pidana. Dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
dijelaskan bahwa sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah,
pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan. Sedangkan terhadap penyelesaian
sengketa lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 20009,
bahwa untuk menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup,

terdapat dua jalur yaitu melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atas nama badan usaha atau
perusahaan sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun
2009, maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang
yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak

sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Ancaman pidana sebagaimana



tercantum dalam pasal-pasal adalah pidana penjara dan denda. Selain itu ada pidana
tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha Pasal 119 Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



